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Abstract 

The COVID-19 pandemic has co-existed alongside a far less visible “shadow pandemic” of violence against 

women, with COVID-19 impacting the number and complexity of domestic violence cases and enabling new 

tactics for coercive control. This article provides a preliminary assessment of the extent to which Canada’s 

responses to the COVID-19 pandemic have prioritized the safety of women and children, with a focus on the 

courts and women’s access to justice. We examine court directives and judicial decisions triaging which cases 

would be heard as “urgent,” as well as courts’ decisions on the merits in cases involving domestic violence and 

COVID-19, spanning the areas of family, child welfare, criminal law, and civil protection orders. In the sixty-

seven reported decisions in our sample, we find very little awareness overall of the heightened risks for survivors 

during COVID-19, in keeping with the prepandemic tendency of decision makers to focus on incident-based 

physical violence instead of patterns of coercive control. Our analysis also suggests that survivors’ability to  

prove domestic violence and secure court orders that would help to ensure their safety was hampered not only 

by procedural complexity but also by the reduced availability of a range of services—health, counselling, 

housing, and supervised access centres, for example as a result of COVID-19. 

Keywords: Covid 19.pandemic, healthy  
 

Abstrak 

Pandemi COVID-19 telah hidup berdampingan dengan "pandemi bayangan" kekerasan terhadap 

perempuan yang jauh lebih tidak terlihat, dengan COVID-19 berdampak pada jumlah dan kompleksitas kasus 

kekerasan dalam rumah tangga dan memungkinkan taktik baru untuk kontrol koersif. Artikel ini memberikan 

penilaian awal tentang sejauh mana tanggapan Kanada terhadap pandemi COVID-19 telah memprioritaskan 

keselamatan perempuan dan anak-anak, dengan fokus pada pengadilan dan akses perempuan terhadap keadilan. 

Kami memeriksa arahan pengadilan dan keputusan pengadilan yang memilah kasus mana yang akan didengar 

sebagai "mendesak", serta keputusan pengadilan tentang manfaat dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan 

dalam rumah tangga dan COVID-19, yang mencakup bidang keluarga, kesejahteraan anak, hukum pidana, dan 

perintah perlindungan sipil. Dalam enam puluh tujuh keputusan yang dilaporkan dalam sampel kami, kami 

menemukan sangat sedikit kesadaran secara keseluruhan tentang peningkatan risiko bagi para penyintas selama 

COVID-19, sesuai dengan kecenderungan prapandemi para pengambil keputusan untuk fokus pada kekerasan 

fisik berbasis insiden alih-alih pola kontrol koersif. Analisis kami juga menunjukkan bahwa kemampuan 

penyintas untuk membuktikan kekerasan dalam rumah tangga dan mendapatkan perintah pengadilan yang akan 

membantu memastikan keselamatan mereka terhambat tidak hanya oleh kompleksitas prosedural tetapi juga oleh 

berkurangnya ketersediaan berbagai layanan kesehatan, konseling, perumahan, dan pusat akses yang diawasi, 

misalnya sebagai akibat dari COVID-19. 

Kata Kunci: Covid-19, Kesehatan, pandemi 

 

PENDAHULUAN 

Laporan  mengenai  peningkatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terus  bermunculan. Pada  

saat  penulisan,  banyak  laporan  berasal  dari  sumber  data  tunggal,  seperti  tempat  penampungan, 

hotline,  dan  layanan  kepolisian  di  berbagai  yurisdiksi  di  seluruh  dunia.  Dan  seperti  yang  

dicatat  oleh orang  lain,  pengumpulan  data  nasional  secara  sistematis  sangatlah  penting,  tidak  
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hanya  selama pandemi  tetapi  juga  setelahnya.10  Seperti  halnya  bencana  dan  keadaan  darurat  

lainnya,  dampak COVID-19  terhadap  tingkat,  kompleksitas,  dan  tingkat  keparahan  kekerasan  

dalam  rumah  tangga akan  terasa  jauh  melampaui  "berakhirnya"  pandemi  yang  dinyatakan. Para  

komentator  telah menggambarkan keadaan  "isolasi  yang  dipadukan  dengan  stres  psikologis  dan  

ekonomi ...  dan  peningkatan dalam  upaya  penanggulangan  negative mekanisme”  selama  COVID-

19  sebagai  “bom  waktu  yang  terus  berdetak, “tong  mesiu,”dan  “badai  yang  sempurna.  Laporan  

dari  seluruh  dunia  hingga  saat  ini  menunjukkan peningkatan  jumlah  panggilan  bantuan  terkait  

kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  umumnya berkisar  antara  10–50  persen,  dengan  

peningkatan  25–30  persen  yang  umum  terjadi  di  banyak  negara. Sebuah  studi  Amerika  yang  

membandingkan  panggilan  kekerasan  dalam  rumah tangga  ke  polisi  di  lima  belas  kota  besar  

AS  menemukan  peningkatan  sebesar  10,2  persen dibandingkan  periode  waktu  yang  sama  tahun  

lalu.  Secara  signifikan,  peningkatan  dilaporkan  di blok-blok  kota  tanpa  riwayat  kekerasan  dalam  

rumah  tangga  baru-baru  ini,  yang  menunjukkan rumah  tangga  baru  mengajukan  panggilan  

bantuan.  Dalam  survei  Australia  yang  dilakukan selama  periode  satu  bulan  pada  bulan  April  

hingga  Mei  2020  kepada  166  penyedia  layanan  garis depan,  59  persen  responden  melaporkan  

peningkatan  frekuensi  kekerasan  dalam  rumah  tangga, dan  42  persen  melaporkan  bahwa  

pandemi  telah  mengakibatkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga pertama  kali  yang  dilaporkan  oleh  

perempuan.  

 

METODE PENELITIAN 

Untuk  Bagian  artikel  ini,  kami  menelusuri  arahan  pengadilan  yang  dikeluarkan  oleh 

pengadilan  provinsi,  teritorial,  dan  superior  di  semua  yurisdiksi  Kanada  setelah  pandemi  

dinyatakan  pada pertengahan  Maret  2020—periode  ketika  pengadilan  di  seluruh  negeri  ditutup  

dan  masalah-masalah terbatas  diizinkan  untuk  dilanjutkan  melalui  telekonferensi  atau  cara  

elektronik  lainnya.  Kami  juga menelusuri  kasus-kasus  di  CanLII  menggunakan  istilah-istilah  

yang  mencakup  kekerasan  dalam  rumah tangga  dan  pandemi  COVID-19.70  Penelusuran  tersebut  

menghasilkan  enam  puluh  tujuh  kasus  relevan yang  melibatkan  aplikasi  yang  dibuat  dan/atau  

diputuskan  antara  16  Maret  2020  dan  1  Juni  2020  di  mana terdapat  tuduhan  atau  temuan  

kekerasan  pasangan  intim,  bahkan  jika  itu  terjadi  sebelum  itu. Kami menghitung  kasus-kasus  

sebagai  relevan  ketika  mereka  menangani  masalah  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  terkait  

dengan  pandemi  dalam  beberapa  hal,  tetapi  tidak  termasuk  kasus-kasus  di  mana pengadilan  

hanya  menyebutkan  COVID-19  sebagai  relevan  dengan  prosedur  atau  di  mana  COVID-19 tidak  

berperan  dalam  keputusan  untuk  mendengarkan  kasus  tersebut  atau  dalam  argumen  atau  hasil. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

KASUS  HUKUM  KELUARGA 

Kasus  hukum  keluarga  mencakup  dua  pertiga  dari  kasus  dalam  contoh  kasus  kami.  

Klaim  semacam itu  dapat  dilanjutkan  berdasarkan  Undang-Undang  Perceraian75  atau  

berdasarkan  undang-undang keluarga  provinsi  atau  teritorial.  Amandemen  terbaru  terhadap  

Undang-Undang  Perceraian  yang akan  menambahkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  

faktor  yang  relevan  dengan  perintah pengasuhan  diharapkan  mulai  berlaku  pada  1  Juli  2020  

tetapi  sekarang  telah  ditunda  hingga  1  Maret 2021  karena  pandemi  COVID-19.76  Tidak  seperti  

Undang-Undang  Perceraian  saat  ini ,  beberapa undang-undang  provinsi  seperti  Undang-Undang  

Reformasi  Hukum  Anak  Ontario  secara  tegas mengamanatkan  pertimbangan  kekerasan  dalam  

rumah  tangga  dalam  membuat  perintah pengasuhan. Namun,  sebagian  besar  dari  empat  puluh  

tiga  keputusan  hukum  keluarga  tidak mengidentifikasi  apakah  klaim  atau  perintah  dibuat  

berdasarkan  undang-undang  federal  atau  provinsi.  

Meskipun  beberapa  keputusan  menangani  masalah  keuangan  seperti  tunjangan  pasangan  

dan  harta keluarga,  sebagian  besar  keputusan  hukum  keluarga  selama  periode  yang  relevan  

melibatkan aplikasi  untuk  perintah  pengasuhan ,  yaitu  hak  asuh  dan  akses.  Sebagian  besar  juga  

melibatkan tuduhan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  perempuan  terhadap  

laki-laki,  dengan hanya  lima  kasus  yang  menuduh  adanya  kekerasan  oleh  ibu  atau  kekerasan  

timbal  balik. 

 

URGENSI 

Di  Indonesia,  tempat  sebagian  besar  kasus  diputuskan,  arahan  pengadilan  untuk  

Pengadilan Tinggi  pada  umumnya  membatasi  masalah  pengadilan  keluarga  per  17  Maret  2020  

untuk  mosi  yang  mendesak.82  Menurut  Arahan Pengadilan  Tinggi,  masalah  mendesak  termasuk  

"bantuan  mendesak  yang  berkaitan dengan  keselamatan  anak  atau  orang  tua"  (misalnya,  

perintah  penahanan,  perintah kepemilikan  eksklusif),  yang  terkait  dengan  "kesejahteraan  anak"  

termasuk  "pengambilan atau  penahanan  anak  yang  salah,"  dan  "masalah  mengerikan  mengenai  

keadaan keuangan  para  pihak"  (misalnya,  perintah  non-deplesi).  Arahan  ini  diamandemen  dari 

waktu  ke  waktu  dan  pemberitahuan  lebih  lanjut  kepada  profesi  yang  telah  dikeluarkan  di 

berbagai  wilayah  dikonsolidasikan  dalam  arahan  di  seluruh  provinsi  yang  berlaku  efektif 19  

Mei  2020.84  Arahan  ini  pada  dasarnya  mirip  dengan  yang  dikeluarkan  di  yurisdiksi lain,  yang  

sebagian  besar  telah  membatasi  mosi  untuk  situasi  mendesak  atau  darurat, termasuk  masalah  

keselamatan  yang  timbul  dari  risiko  kekerasan  atau  bahaya  langsung  pada  pihak  atau enafsiran  

arahan  ini  oleh  pengadilan  dalam  konteks  kasus  yang  melibatkan  kekerasan dalam  rumah  

tangga,  bersama  dengan  prosedur  yang  berlaku  untuk  membawa  masalah  ke pengadilan,  
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mengungkap  hambatan  yang  berpotensi  signifikan  bagi  korban  dalam  mengakses keadilan  

selama  COVID-19.   

Menurut  kasus-kasus  awal,  temuan  urgensi  harus  dibuat  secara awal  dan  sementara.  

Putusan  yang  mendesak  tidak  merugikan  kedua  belah  pihak  atas  substansi pokok  dari  mosi  

tersebut  dan  tidak  menggantikan  persyaratan  undang-undang  atau  aturan berbasis  pengadilan  

lainnya. Kasus  utama  yang  melibatkan  tuduhan  oleh  istri  tentang  pengawasan  dan  

penyalahgunaan  keuangan  oleh  suaminya,  Hakim menunjukkan  bahwa  persyaratan  urgensi  harus  

ditegakkan  dengan  cermat  dan  ketat. Kekhawatiran  harus  memerlukan  resolusi  "segera";  mereka  

juga  harus  serius,  "pasti"  daripada spekulatif,  "material"  daripada  teoritis,  dan  harus  "diuraikan  

secara  jelas  dalam  bukti. Tanggung  jawab  untuk  membuktikan  urgensi  biasanya  ada  pada  pihak  

yang  mengajukan mosi  yang  berkaitan  dengan  setiap  tuntutan  ganti  rugi. 

Ambang  batas  tinggi  yang  ditetapkan  dalam  atas kebutuhan  untuk  menunjukkan kerugian  

langsung  atau  yang  akan  segera  terjadi,90  atau  material,  nyata  atau  dapat  dibuktikan, dapat  

menangkap  contoh-contoh  penyalahgunaan  keuangan  yang  terpisah  dan  serius,  seperti utang  

yang  dipaksakan,  dan  juga  dapat  menangkap  insiden-insiden  kekerasan fisik  yang  terpisah  yang  

serius  dan  baru-baru  ini.  Namun,  fokus  pada  contoh-contoh  baru-baru ini  dari  pemaksaan  fisik  

atau  keuangan  yang  serius  gagal  memperhitungkan  kumpulan  tipu  muslihat  dan  pola-pola  

perilaku  yang  dapat,  dalam  jangka  waktu  yang  lebih  lama,  bekerja  untuk mempertahankan  

kendali  yang  memaksa.  Seperti  yang  ditunjukkan  dalam  diskusi  kita  sebelumnya,  COVID-19  

telah  memperluas  taktik  yang  tersedia  bagi  para  pelaku  dalam mempertahankan  kekuasaan  dan  

kendali  dan  mengintensifkan  yang  lain,  termasuk  yang  berlanjut  pasca-pemisahan. 

Karena  banyak,  jika  tidak  sebagian  besar,  orang  tua  dalam  sampel  kasus  kami  telah  

berpisah sebelum  pandemi,  COVID-19  lebih  mungkin  terkait  dengan  upaya  dalam  konteks  

pascapemisahan  untuk mengonsolidasikan  kontrol  atas korban. Meskipun banyak taktik control yang 

umum diketahui terjadi pasca-pemisahan terbukti dalam pembacaan fakta-fakta dalamkeputusan  hak  

asuh  atau  akses,  koneksi  ke  kontrol  koersif  jarang  ditarik.  Taktik  ini termasuk  upaya  untuk  

mendiskreditkan  ibu  sebagai  orang  tua  dengan  menuduh  mereka menggunakan  narkoba  atau  

memiliki  masalah  kesehatan  mental,  atau  untuk  merusak hubungan  mereka  dengan  anak-anak  

mereka  dengan  mendorong  atau  memaksa  anak-anak untuk  melaporkan  ibu  kepada  otoritas  

perlindungan  anak  atau  menandatangani  afdavit terhadap  mereka,  atau  mengancam  untuk  

membawa  anak-anak  pergi  atau  mengisolasi  anak-anak  dari  mereka,  serta  pengawasan  

elektronik,  kegagalan  untuk  mematuhi perintah  sebelumnya  dan  ancaman  berbagai  tuntutan  

hukum.  Ambang  batas  yang  tinggi  untuk  urgensi  dengan  demikian  dapat  menjadi  pencegah  

yang  signifikan  terhadap pembuatan  dan  keberhasilan  aplikasi  oleh  korban  kekerasan  dalam  

rumah  tangga  selama  pandemi. 
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KESIMPULAN 

Kebijakan  menyeluruh  yang  menyatakan  bahwa  anak-anak  tidak  boleh  meninggalkan  

tempat  tinggal  utama mereka bahkan  untuk  mengunjungi  orang  tua  mereka  yang  lain tidak  

konsisten  dengan  analisis  menyeluruh tentang  kepentingan  terbaik  anak.  Di  masa-masa  sulit  dan  

membingungkan,  anak-anak  membutuhkan  cinta, bimbingan,  dan  dukungan  emosional  dari  kedua  

orang  tua,  sekarang  lebih  dari  sebelumnya. Gagasan  tentang  unit  keluarga  pasca-perceraian  juga  

bergantung  pada  pandangan  ideal  tentang  rumah  keluarga  sebagai  tempat  yang  nyaman  dan  

tempat  berlindung  dari  bahaya  eksternal,  pandangan tentang  rumah  yang  tidak  diragukan  lagi  

diperkuat  oleh  pesan  kesehatan  masyarakat  selama  COVID-19  tetapi  dibantah  oleh  adanya  

kekerasan  dalam  rumah  tangga. 
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